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ABSTRAK

Alhokohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah
suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat tertentu. Alkohol merupakan
suatu istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang
disebut dengan gugus hidroksil (—OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa
alkohol tersebut adalah R—OH atau Ar—OH di mana R adalah alkil dan Ar adalah gugus aril.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Dalam Pengawasan
Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 5 Tahun
2006 dan Faktor dari Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5
Tahun 2006 Tehadap Maraknya Pelanggaran Larangan Minuman Beralkohol. Tujuan
Penelitian ini untuk mengetahui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan
Minuman Beralkohol Di Kota Banjarbaru.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk
mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang
dilakukan oleh subjek penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan
data sekunder, data primer yang melalui wawancara langsung kepada informasi sedangkan data
sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara seperti buku,
jurnal, undang-undang dan artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini atau yang
diperoleh dari sumber yang bukan. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi.

Upaya yang dilakukan Aparat Pemerintah Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL
PP) Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006
Tentang Larangan Minuman Beralkohol diantaranya melakukan melakukan patroli selain itu
bekerjasama juga dengan BINWASLU untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat serta
bekerjasama dengan Aparat TNI dan POLRI dalam memberantas minuman keras beralkohol
yang telah beredar di kota Banjarbaru. Faktor penghambatnya Keterbatasan Anggaran melalui
pengguna sumber daya, kurangnya SDM Petugas dan kurangnya kesadaran masyarakat dimana
masyarakat harus tau akan bahayanya minuman keras beralkohol tersebut dan Adanya
dukungan dari Oknum Aparat pemeritah kepada pelaku usaha mimuna keras beralkohol dari
belakang.

Kata Kunci; Minuman beralkohol, PERDA, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).
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